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BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN REALISASI PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPADA BANK KALSEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun
2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada Bank Kalsel,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan
Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Kepada Bank Kalsel;

-bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);



0.

10.

11.

12.

ro

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, [ambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438}

Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 2014 Nomor 3387
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679):

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan. Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 45781

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

2014 tentang

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor <4812) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5261);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165}

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000
tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



Menetapkan :

14.

16.

(5]

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan
Dacrah Kabupaten IHulu Sungai Selatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007
Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Nomor 110);

_Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor

5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
12 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada Bank
Kalsel (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2015 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU

SUNGAI SELATAN KEPADA BANK KALSEL.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penvelenggara Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang
selanjutnya disebut Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.
2.

F)l

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan
disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.



Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.

7. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut
dengan Bank Kalsel adalah pihak yang diberikan penyertaan modal.

(o))

Pasal 2

Proses realisasi penyertaan modal kepada Bank Kalsel dapat dilakukan
setelah disetujuinya anggaran penyertaan modal pada Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun
berkenaan.

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN REALISASI PENYERTAAN MODAL

Pasal 3
(1) Kepala DPPKAD membuat pertimbangan tertulis melalui Telaahan Staf
Kepada Bupati untuk persetujuan pelaksanaan jumlah realisasi
penyertaan modal.

(2) Pertimbangan tertulis tersebut minimal memuat ketersediaan uang milik
daerah dalam merealisasikan penyertaan modal.

Pasal 4

(1) Berdasarkan persetujuan Bupati, Kepala DPPKAD selaku PPKD melakukan
proses realisasi penyertaan modal dari Kas Daerah kepada Bank Kalsel.

(2) Proses pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan
Keuangan Daeralh.

BAB III
PELAPORAN

Pasal S5

(1) Bank Kalsel wajib menyampaikan Laporan Keuangan, terutama laporan
vang berkaitan dengan hak pemerintah Daerah atas deviden yang
diberikan dan akumulasi penyertaan modal Pemerintah Daerah setiap
tahun kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai bukti dukung bagi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta
bahan evaluasi untuk realisasi penyertaan modal.



BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

sctiap

pengundangan Peratura
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

orang
n Bupati ini dengan penempatannyd dalam

memerintahkan

mengetahuinya, :
Berita

dapat

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 14 September 2015
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Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 14 September 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI

LATAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TAHUN 2015 NOMOR 51
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